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KEPALA DESA
PERATURAN DESA JAPELEDOK
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. KEPALA DESA JAPELEDOK
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat
(4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen
RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan
ggsa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua
D;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa Japeledok tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lemba.ran Negara Repllblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah bebt?rapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Daan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25’?2

e ——

Dipindai dengan CamScanner



6. Pe
: aturan p .
o DLI-I, Pemerintah Nomor 60 Talum 2017 107
84 yang bersumber dari Angygran endan

dn B :
cla _— 2
Indoncqit; e Negara  (Lembaran  Nepgd
Lt‘-mba[n Tahun 2014 Nomor 108, Tamban
N Negara Republik Indonesia Nomor 9220

teraldi

g lmnn‘ﬂ lciﬂh diubﬂh bcbl’.)r”l)“ I“III
01

d
(fg:{gl?)gral:jnﬁuran Pemerintah Nomor & Tahun
- 1 L oia Tahu
Eomor 57); egara Republik Indonesia Taliul
Pzzliigginppem?riﬂtah Nomor 12 Tahun 2017 fenirs
Pemerint embinaan dan Pengawasail Penyelengga! .
Indonesi ahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Negar: }lqa Tahl_m 2017 Nomor 73, Tambahan Lem baran
8. Peg a Republik Indonesia Nomor 604 1);
B raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 fenians
lniidan pSaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Neoonema Tahl.m 2021 Nomor 21, Tambahan Lembarar
9. p gara Republik ln_donesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 111
?4 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

=1

Tariii

;ﬁa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror

10. Peraturan Me'nteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013
tEntgng Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo!
2037); .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 86 Tafun - 017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Lari
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluas:
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata
Cara DPerubahan Rencana Pembangunan Janghks
F@njang Daerah, Rencana Pembangunan .J

enengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemeriiii-
Daerah (Berifa Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 20U
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidan
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesis
Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik ONCsT
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembava
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa .(Bg_l_--{?_;-.
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negaio

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1), '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

ntang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (5011

publik Indonesia fahun 2019 Nomor 1114} -
Menteri Desa, Pembanguran i

Bk 1ale

17.
te
Negara Re

18. Peraturan LIena.
al dan Transmigrasi Republik Tndonesin 1,

rtingg
Tahun 2019 tentar}g Musya“rarah Diess et
egath Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 .}?iﬁ).'é.x‘
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21,

23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22.2/FPNi

19

Perag

ury \ y

lentan vmlM{”.lfm Dakium Negeri Nomos

P{‘t‘(‘n(.!;“ \asifikasi, Kodefikasi, 0
an - Pembangunan  dan kv

(Berit
1 v s J (
Negara Republik Indonesia Taliun 201"

l44?k

- Peratuy

Tel_tir:llul'll MClltCri DCS{], P(:n]l’:”‘_"_”":“'
0 " i . 2

tent 88al, Dan Transmigrasi Nomor 18

Des:n(gg F.\Fdom"m Umnmum Pendampingil)
Nomor 1611ta Negara Republik Indonesia Tahun
Per 262);

TL Zr;lran Menteri Desa, Pembanguian

1 Taglgal dan Transmigrasi Republilc [ndon

Desa ']}u; 2920 tentang Prioritas Pengguia=t o
Tah ahun 2021 (Berita Negara Republilc 17
ahun 2020 Nomor 1035);

B :
eraturan , Menteri Desa, Pembangunan

TErtmggal_’ Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 207
tentang Pedoman Umum Pembangunen
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Beils
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1632
PE_I‘at.uran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2027 1eib
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

K.07/2062
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Repubiil
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
Pera'tm an Menteri Desa, Pembanguinan
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Taliv
tentang Pendaftaran, Pendgtaan Dan Pemcringt
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengs
C;i;‘/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Bacdanl

Mflik Desa Bersama (Berita Negara Republik indonesi
un 2021 Nomor 252);
Peraturan Dherah Kabupaten Rembong Nomnc
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Cen
Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lenibe
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomo: 10);
Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun
Tentang Susunan Organisasi dan Tata jerja Permeri
Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang oo
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuanger n
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Toht
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran |
Kabupaten Rembang Nomor 123);
Peraturan Bupati Rembang Nomor 51
Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkarn
Usul dan Kewenangan [Lokal Eer D
Kabupaten Rembang (Berita Dacrah
Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

?aturan Bupati Rembang Nomor 04
t

{alad

ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan ese (!

! erah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor
sebagaimana telah diubah beberans kali o
dengan Peraturan Bupati Rembang Nowmc
2020 tentahg Perubahan Kedua atas Peraturan 2.
Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang eoor
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Wali
Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tajun

Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa

1
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Menetapkan

Peratur

1 T :

an- Desa Japeledok® Nomor (g2 H
e g

tentange Renpe
(i II\I';I}) Rencana Pembangunan Janglo
{\ ¢s) Periode Tahun Angparan 2071

33, Pak-atur
b “lllllllln. Desn ‘1”[1(‘|(’(|IJI( Nomaor U1
(i‘ g Kewenangan Desa Berdasarkat
- ]’nn Lokal Berskala Digag:
‘l(:;;"llll‘nn Desa  Japeledok Nomot 00
A' ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan Kes
BA epakatan Bersama
DAN PERMUSYAWARATAN DESA JAPELEDOK

. dan
KEPALA DESA JAPELEDOK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

J BABI
KETENTUAN UMUM
' Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang
dengan natna lain, sclanjutnya disebut Dese, adalal
kesatuan masyarakat hukum yang mol
wilayah yang berwenang untuk —mel
mengurus urusan pemerintahem .
masyarakat setempat berdasarkan prakars:
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisio
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintanen
Negara Kesatuan Republik Indonesie.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama
untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyaia.
pelayanan, pembangunan, pemberdayaar
keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah tipaya peningkatan kualifas
bidup dan kehidupan untuk  sebesar-besarn

i%uakmuran masyarakat Desa.

keperitiﬁ:

aniar

IMaSyad clnett,
J

mbangunan Perdesaan adalah pembangunal

aksanakar antar Desa dalam bidang pengem!
usaha, kegiatan kemasyarakatan, sela
pembangunarn, pemberdayaan masyarakat, Keamanial
dan ketertiban. )

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah  upay
mengembangkan kemandirian dan  kKcesejalu
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuai, s,
keterampilan, perilaku, kemampuar, kesad ran
memanfaatkan sumhber daya melalual
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingain yi.
sesuai dengan esens masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan viog o
Desa meliputi kewenangan di bidang penyvelernzoar oo

intahan Desa, pelaksanaan Pembang an D

pemCT
pembinaaﬂ kemasyarakatatt Desa, dau Pomb o
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa mas anic.

], dan adat istiadat Desa.

?_k asal usu
’
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]

-~J

}‘(‘I'n L ‘
,,N“:::?”"“"m Dena adalah prmf?-
dnh“"m!nlmn dan kepentingan masya
swlem pemer .
nerint " I
Indonenin, I intahan Negar?
Pemen
ll(.n ‘ '[Illll'lh “(ﬂlll Illlll.]:l]". krlml“ e
tln-.-.}l‘”-n nama  lain  dibantu i”'r“ll}‘i.-lf
9 Hn‘l It penyelenggara Pemerintahan Do
dan 1‘(‘1-"‘113,\’{\\\':11.mm Desn

phantl

disingkat BPD atau yang disebul eng
:u}ulnh. lembaga '_\'un‘g - claksanaka!
::;E‘;Tlntahnn yang anggotanya merupil '
enduduk Desa berdasarkan keterwakiiah
ditetapkan secara demokratis.
denga

10. Mfsyawarah Desa atau yang disebu!
affalah musyawarah antara BPD, Per
unsur masydrakat yang diselenggara kanl

= 11\1/1ntuk menyepakati hal yang persifal strategis:

: uSy-awarm Perencanaan Pembangunal! Je s
selanjutnya’  disebut Musrenbang
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desd, ¢4
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintz
untuk menetapkan prioritas, program, KLt
kebutuhan Pembangunan Desa yang didaan
anggaran pendapatan dan belanja Desé.
masyarakat Desa, dan/atau anggarat pendapatan =
belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan
yang ditetapkan oleh kepala Desa s€
disepakati bersama BPD. '

13. Perencanaan Pembangunarn Desa adalah pro=
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oled Perncrl

Desa dengan melibatkan BPD dan unsur I

qara partisipatif guna pemanfaatan dan pe:
h

Jesa

undanga

perundang-
telah dibahas ¢ an

mber daya Desa dalam rangka peningkaiat kualt

dup manusta dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pemban: Al
untuk percepatan pencapaian tujuan pembant

berkelanjutan. ;
15. Pendataan  Desa adalah  proses penggalialt
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan val daiz
data objektif kewiiayaiai ain

SDGs Desa, yang memuat
kewargaan Desa berupa ase
dapat didayagunakan untuk pencapalan
Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial,
pudaya yang dapat digunakan sebagal
rekomendasi penyusunan program  dan
pembangunan Desa, serta data dan informas
lainnya yang menggambarkan kondisi objektil Desa dan

masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi
kewilayahan dan data kewargaan di Desa vane discei
Pembangunan Dacraty Teriinosal

Kamenterian Desa, §
,f‘smigasi serta dilalkukan secara terpadu den
ndayagunajéan fasilitas perangkat lurnak doi porans

Keras, jaringan, dan sumber daya manuisiu tini

menjadi informasi yang berguna dalam  peaing!

cfektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta

pemmusﬂn febijakan strategie Pembeangunan Desa,

17. Peta Jalan fSDGs Desi 'atlalah dokumen reneana
pijakan strategis dan tahapan pencapaian SDG

memuat ke
Desa sampai dengan tahun 2030,

t dan potensi aset Desa yang

kegials

Desa adafah sistem pengolahan
45
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20,

21;

23.

24,

25.

26.

2T,

8. Reney
cana Pembangunan Jangka MO

;';?:j::{:"““"l dinehut l-.'l‘.lﬁi ean
! anaan kegintan Pemband
langka walitu 6 (enaro) tahon,
?t“‘i‘ll“ Ketjn Pernerintah Dens ke
ll\l‘:.ll‘k;llt)-l‘.:l\‘l‘ Denn adalah dokune "
St esnoatntuk junghka waktu 1

altar Usulan RKP Dean adalah pent
vang menjadi baginn dart RKP Des# untul
U (satu) tahun yang akan diusulk:
l'w']"'“d"_ pemerintah  dacrah kabuypate
mekanisme perencanaan }"}C[ﬂllill‘lgll“-“” e
Asct Desa adalah barang milik Des? yang !
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperolt
anggaran pendapatan dan belanja Dot
hak lain yang sah.

.Potensi Asct Desa adalah segala 17

28

29.

meliputi sumber daya alam dan 10
sumber daya manusia, sumber daya sosial ¢
sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainn¥:
dapat diakses, dikembangkan, dan/atau
Desa menjadi sumber daya'pembangunarw yang
atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolan, dimanl
dhn  dipergunakan bagi kesejahteraai
asyarakat Desa. _
ggaran Pendapatan dan Belanja U
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuang
tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desd adalah dana yang persumber dari angs® g£:
pendapatan dan belanja negara yang AEES
bagi Desa yang ditransfer melalui an
dan belanja daerah kabupaten/kota “et o
untuk membiayai penyelenggaraan Pemenintas
pelaksanaan ~ Pembangunan Desa.
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyaraia
Desa.
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbang
diterima kabupaten/kota dalam anggaran P¢
dan belanja daerah kabupaten/kot2 setelah
dana alokasi khusus.
Lembaga Kemasyarakatan' Desa atau disebut de
nama lain adalah lembaga yang dibentt k
Easyarakat sesuai dengan kebutuhan dan et

(e

}'J{'}LT"

itra  Pemerintah Desa dalam  memix

asyarakat pesa.
Lembaga Adat Desa adalah  lembags
menyelenggarakan fungsi adat istiadal dan
pagian dari susunan asli Desa yang tumbul
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
pelaksana  Kegiatan adalah pelaksana
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masva
Desa, terdiri dari unsur perangkal Uosa, |
Kemasyarakatan Desa, dan unsur miasyaiak
Pendampingan Desa adalah upaya men
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pomering
Desa, pembangunan Desa, Pemberdayaan Mas
Desa, pembcntukan dan pengembangan badan
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa ber
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Deso o
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SE

Desa.

¢
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30. Kader p ¢
Kader Pcmb(:l.duym"_] Masyarakat Dcsa adalah anggota
: . a dan/atau

Masyarakat Desa yanp memiliki prakars

yang  dipilih olclf ntf)cg untull: mcnumbuhkarl,
mengembangkan, dan  menggerakkan prakar&(‘vd,
Partisipasi, Swadaya, dan gotong royong di kalange®
Inasyarakat Desa.

31. Badan Usahg Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum yang didirikan aldl] 2;561
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelold 1'lsc‘{ n
Mmemanfaatkan aset, mengembangkan investast taﬁ
produktivitas, menyediakan jasa pelayanar, dan/at]ik
menyediakan  jenis usaha  lainnya U
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. oo

32.Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyar tzL;
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakata_n, a .
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegatﬂflﬂya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan 1316 anih
negara, anggaran pendapatan dan bEADIS daexl:ah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja aac

kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

Dipindai dengan CamScanner



S BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN BRI D

LA g : :
W 1.\1\}} lJ'f‘-h‘ll Tahun '.!t)'.{!xllml:llilfumln dlengian
?cbggm berikut: .
JAB | PENDAHULUAN
1.1, Latar Belakang,
1.2. Dasar Hukum.
J 1.3. Tujuan dan Manfaal.

a1
[ R

1-4- Proses Penyusunan RKP Desd
.. Sistematika.
BABI  GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAT
: 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
2.2, Gambaran Umum Sosial Budayva.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinali
2.4, Gambaran Umum Ekonoit L.
2.5. Gambaran Umum Insfrastrulktur
BABIII : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH . N
3.1. Evaluasi Pelaksanaar Pembanguit
pada RKP Desa T ahun sebelumnya:
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs De
3.3. Identifikasi masalah berdasar £
RPJM Desa.
3.4 ldentificasi Masalah  Berdasarkar
Analisa Keadaan Darurat antara lairi:

|):.- \

ex
e

bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan SO
I yang berkepanjangan-
3.5. Identifikasi ~Masalall berdasarica
J Prioritas.  Kebijakan — Fem bangur
* Daerah.

BABIV : RUMUSAN  PRIORITAS PROGRAM
DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
‘4.1. Prioritas -Program dan Kegiatan

Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2024.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak
usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa.

4.4. Prioritas  Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2024.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BABV : PENUTUP

LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah Pembentid
Tim Penyusun RKP Desa, Notulen «
J Daftar Hadir.
09 Keputusan Kepala Desa tenfai

Penyusun RKP Desa Tahun 0.2~

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjul.

‘4. Daftar Rencana Program dan Kegialar
yang Masuk ke Desa. k

5. Data dan informasi tentang rencana
pembiayaan pembangunan D csa. .'

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Progra
dan/atau Kegiatan Pembangunan De

Dipindai dengan CamScanner



- L]
fik h"'\”{!r atilan Manv
J N Dipilah erdanarkan 1
:" Dafra Rencana Kena
v Dnftar Rencann ket
Pl I\I‘fl}:n‘
10, l\'ill‘n‘uu_;:nn RIKE Denn
11, Evalugsi pelaksnnan
2023, !
<. Gambar Desain Kegiita
13. Renecana Anggaran dan
14. Daftar Usulan RKP Deso T
15. Berita  acara  hasil ey
rancangan RKP Dcsa.
16. Keputusan ~ BPD  lentane
musyawarah Desa teniong
Desa.
17. Berita Acara Musyawarah 1)
perencanaan Desa, Notulon
Hadir. v
18. Dokumen Pandangan Resmi EX4.
J 19. Keputusan Kepala Desa tentant Pai

Musrenbang Desa RKP Desa
2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RIS 20

21. Penyusunan Prioritas Pregrai’

. Kegiatan.

22. Berita Acara Musrenbang ese
Desa tahun 2024, Notulen dail Dat
Hadir.

23. Keputusan BPD  lentaig
musyawarah Desa tentang P
penyepakatan dan penge
rancangan RKP Desa tahun 20

24. Dokumen Rancangan RKF T
2024 dan DU-RKP Desa Tal

25. Berita Acara Musyawarah
pembahasan, penyepak
pengesahangn rancangan
tahun 2024., Notulen dan Daftar a¢

26. Dokumen RKP Desa Tahiuin 200
DU-RKP Desa Tahun 2025.

2?. Dokumentasi Foto Kegiatan.

Desa Tahun

I
vy ora
chagall

(2) Penjabaran sistematika RKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian vy s
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan Jdan pe
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyaraioan
dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangiin,

Tahun 2024.
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Pasal 4
pembangunan sebagaimana dinialisg
ksanakan secara franspardi, pactisipol
laksana kegiatan pembangiinan o
Kerja dan Anggavan (1200
Anggaran (DPA),

Pelaksanaan
Pasal 3, dila
akuntabel oleh pe
menyusun Rencana
Pelaigsanaanl
dipegtanggungjawabkan.
[ ]
Dipindai dengan CamScanner
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ot l):u‘mh Provinsi, dan/atau Pemerintah
AN Kabupaten,

. Pasal 6 .
dibahas 4 ” Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa
' dan discpakati bersama dengan BPD - dalam

Tusrent
ang  Desa selir a ditetapkan dengan
Peraturan B dan  sclanjutnya ditctapkan .

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

(1) Berd Pasal 7 _ ) .
rdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusunl
g8aran pendapatan dan Belanja Desa Desa Hahun
Anggaran 2024, ini
() Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
S€panjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur felats
lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Japeledok
September 2023

JAPELEDOK

Diundangkan di Desa Japeledok
Pada tanggal : 2% September 2023
SEKRETARIS DESA JAPELEDOK

SUMIATI .
LEMBARAN DESA JAPELEDOK TAHUN 2023 NOM
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